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ABSTRAK 

 

Muhammad Ammar bin Azlan, (2025): Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap 

Pelaksanaan Perceraian Secara Fast 

Track Di Mahkamah Rendah Syariah 

Sepang Negeri Selangor 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan perceraian secara 

Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang yang merupakan inovasi dalam 

prosedur perceraian di Mahkamah Syariah. Proses ini memberikan kemudahan 

dan kecepatan kepada pasangan suami istri yang telah sepakat untuk bercerai 

tanpa sengketa, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap 

hukum syara’.  

Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan perceraian secara Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang. 

Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap 

pelaksanaan tersebut.  

Penelitian lapangan ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Sepang 

dengan pendekatan maqashid syariah untuk menilai kesesuaian prosedur 

perceraian Fast Track dengan tujuan syariat Islam. Subjeknya meliputi hakim, 

asisten pejabat, staf pembantu Syariah, dan pasangan cerai Fast Track, sedangkan 

objeknya adalah pelaksanaan prosedur perceraian tersebut. Data dikumpulkan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, berasal dari informan dan 

literatur. Data dianalisis dengan metode content analysis untuk menemukan 

makna dan pola, kemudian disajikan secara deskriptif, deduktif, dan induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan perceraian 

secara Fast Track dilakukan melalui prosedur yang singkat, tidak berbelit-belit, 

dan sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta kelengkapan 

dokumen. Pelaksanaan ini memberikan kemaslahatan dengan mencegah konflik 

berkepanjangan dan meminimalkan dampak psikologis maupun ekonomi. Kedua 

dalam perspektif maqashid syariah, mekanisme ini telah memenuhi lima prinsip 

utama, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), 

keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, perceraian 

secara Fast Track merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang sesuai dengan 

tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari 

kemudaratan. 

 

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Perceraian, Fast Track, Mahkamah Syariah, 

Kemaslahatan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah bagian dari fitrah manusia, di mana seorang suami 

memiliki kewajiban untuk memikul amanah tanggung jawab yang signifikan 

terha$da$p ora$ng-ora$ng ya $ng berha$k menda$pa$tka$n perlindunga$n da$n pemeliha$ra$a$n. 

Ha$kika$t perka$wina$n a$da$la$h hubunga$n hukum ya $ng mengika$t a$nta$ra$ seora$ng pria $ 

dan seorang wanita. Perkawinan dianggap sah bagi pemeluk agama Islam jika 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan perkawinan Islam.
1
  

 Syara’ menjela$ska$n ba$hwa$ nika$h a$da$la$h sua$tu ika$ta$n a$ta$u a$ka$d ya $ng 

mengha$la$lka$n perga$ula$n serta$ meneta$pka$n ha$k da$n kewa$jiba$n, serta$ sa$ling 

memba$ntu a$nta$ra$ seora$ng laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. 

Melalui pernikahan, mereka berupaya menjaga kelangsungan hidup secara turun 

temurun dan melestarikan agama Allah di dunia ini.
2
 

 Dalam membangun rumah tangga, sering kali muncul berbagai masalah dan 

keluha$n ya $ng da$pa$t berujung pa$da$ percera$ia$n, ya$ng pa$da$ a$khirnya$ menga$kiba$tka$n 

putusnya$ ika$ta$n perka$wina$n. Ka$rena$ tida$k semua$ ora$ng ma$mpu memperta$ha$nka$n 

pernika$ha$n, Isla$m juga$ tela$h menyedia$ka$n solusi untuk menyelesa$ika$n ma$sa$la$h 

tersebut, yaitu melalui talak. Dulu, perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tabu 

                                                           
1
 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kecana, 2012), Cet. Ke-2, h.284. 
2
 Ahmad Mudjab Mahalli, Wahai Pemuda Menikahlah, (Yogyakarta: Menara Kudus, 

2002), Cet. Ke-1, h.43. 
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dan memalukan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi kini perceraian menjadi 

fenomena yang umum dalam masyarakat kita.
3
 

 Perceraian adalah salah satu fenomena sosial yang signifikan dalam setiap 

masyarakat, mempengaruhi kehidupan individu dan keluarga serta melibatkan 

aspek hukum, budaya, dan keagamaan. Dalam konteks global saat ini, terutama di 

masyarakat Muslim, perceraian menjadi isu yang sangat kompleks yang 

melibatkan pandangan moral, legal, dan sosial. Dalam banyak tradisi dan budaya, 

perceraian sering kali dihadapkan pada stigma sosial, di mana hal ini dianggap 

sebagai kegagalan dalam menjalani komitmen pernikahan, yang seharusnya 

menjadi ikatan yang suci dan abadi. Namun, di dalam ajaran Islam, perceraian 

atau talak diakui sebagai langkah yang diperbolehkan, meskipun sangat dibenci 

oleh Allah SWT.  

 Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian berdasarkah hadits 

Nabi SAW:  

دُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مَُُارِبِ بْنِ دِثاَرٍ عَ   ثَ نَا مَُُمَّ ثَ نَا كَثِيُر بْنُ عُبَ يْدٍ حَدَّ نْ حَدَّ
وُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ أبَْ غَضُ الَْْلََلِ إِلََ اللَّوِ تَ عَالََ الطَّلََقُ)رواه ابو ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّ 

 ٗداود(
  

A$rtinya$:  

Tela$h mencerita$ka$n kepa$da$ ka$mi Ka$tsir bin „Uba$id, tela$h mencerita$ka$n 

kepa$da$ ka$mi Muha$mma$d bin Kha$lid, da$ri Mu`a$rrif bin Wa$a$shil, da$ri 

Muha$a$rib bin Ditsa$a$r, da$ri Ibnu `Uma$r r.a$, da$ri Na$bi S.A$.W belia$u bersa$bda $ 

perka$ra$ ha$la$l ya $ng pa$ling dibenci A$lla$h ia$la$h menja$tuhka$n ta$la$k. (H.R. A$bu 

Da$ud). 

 

                                                           
3
  Hasan Ayub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. Ke-5, h.247. 

4
 Abu Dawud Sulaiman bin al-Ashast bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, 

Sunan Abu Dawud, juz 1, (Bairut: al-Maktabah Al-Ashriyyah, 1952), h. 255. 



3 

 

 
 

 Hadits ini  menegaskan bahwa perceraian adalah tindakan yang dibenci 

tetapi diizinkan dalam situasi tertentu, sehingga memperlihatkan bahwa 

pernikahan adalah ikatan suci yang mesti dijaga dan dipertahankan.
5
 

 Dalam konteks ini, perceraian seharusnya hanya diambil sebagai jalan 

terakhir setelah seluruh usaha untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan 

secara seksama dan tulus. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa angka 

perceraian di berbagai belahan dunia, termasuk Malaysia, terus mengalami 

peningkatan. Di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor, 

pelaksanaan perceraian telah mulai dilakukan dengan sistem "Fast Track" yang 

bertujuan untuk mempercepat akses ke pengadilan bagi pasangan yang mengalami 

konflik rumah tangga. Meskipun demikian, praktik ini telah menimbulkan 

sejumlah pertanyaan kritis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip 

maqashid syariah dan tujuan syariah dalam pengambilan keputusan hukum dan 

moral. 

 Maqashid Syariah berorientasi pada perlindungan lima aspek pokok yang 

fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-

nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).
6
 

Dalam konteks perceraian, maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga 

keutuhan keluarga sebagai entitas sosial yang integral dan melindungi hak-hak 

semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Terutama perhatian pada nasib 

anak-anak, yang merupakan entitas paling rentan dalam situasi perceraian. 

                                                           
5
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke-4,  h.212 

6
 Yusuf Al-Qaradhawi, Maqashid Syariah: Tujuan-Tujuan Syariah Islam, alih Bahasa oleh 

Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.102.  
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 Anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling terpengaruh oleh 

keputusan perceraian, mengalami dampak psikologis yang mungkin 

berkepanjangan dan mengganggu perkembangan mereka. Oleh karena itu, 

idealnya proses perceraian haruslah dipersulit, bukan dipermudah, agar setiap 

keputusan dapat diambil dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan 

alasan yang kuat. Proses yang lebih rumit memberikan waktu bagi pasangan untuk 

merenungkan permasalahan yang ada, mempertimbangkan seluruh alternatif yang 

tersedia, dan berusaha mencari solusi yang lebih konstruktif sebelum menempuh 

jalur perceraian.
7
 

 Praktik pelaksanaan perceraian secara Fast Track di Mahkamah Rendah 

Syariah Sepang menunjukkan bahwa kemudahan yang telah diberikan justru 

berisiko meningkatkan angka perceraian. Ketika prosesnya menjadi lebih cepat, 

pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahan mungkin lebih memilih 

untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang drastis. Hal ini menciptakan 

situasi di mana pernikahan yang seharusnya bisa diselamatkan, berakhir tanpa 

usaha yang cukup untuk rekonsiliasi. Dalam banyak kasus, keputusan yang 

diambil secara terburu-buru tanpa refleksi mendalam dapat berakibat fatal bagi 

semua pihak yang terlibat. 

 Ketika pasangan tidak mampu menyelesaikan ketidakharmonisan mereka 

dengan baik, dampak ini tidak hanya dirasakan oleh mereka berdua, tetapi juga 

dapat merebak kepada anak-anak dan jaringan sosial sekitar, sehingga 

mengakibatkan instabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada kecenderungan 

                                                           
7
 Nuraimirah Zainun, “Kesan Perceraian Ke Atas Kanak-Kanak: Perspektif Pekerja Sosial” 

dalam Jurnal Psikologi Malaysia, edisi 3., (2019), h.68. 
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bahwa proses perceraian yang cepat bisa membuat segala aspek emosional dan 

sosial dari perceraian menjadi semakin rumit.
8
 

 Salah satu pendekatan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa 

perceraian adalah melalui mediasi dan rekonsiliasi. Di dalam hukum Islam, proses 

mediasi bertujuan untuk memungkinkan pasangan untuk berdialog dan 

mendiskusikan permasalahan yang ada, serta mencari solusi bersama sebelum 

mengambil keputusan yang permanen. Proses mediasi yang efektif dapat 

membantu pasangan untuk mengeksplorasi opsi yang mungkin tidak terlihat saat 

konflik sedang memuncak, mengarah ke penemuan solusi yang lebih optimal.
9
 

 Namun, dengan adanya sistem Fast Track, kesempatan ini sering kali 

hilang. Pasangan cenderung terburu-buru untuk menyelesaikan proses hukum 

yang dapat berujung pada keputusan yang tidak matang. Proses yang lebih lambat 

tetapi menyeluruh seharusnya diserukan, agar setiap keputusan tidak diambil 

berdasarkan emosi semata, tetapi mempertimbangkan semua aspek secara 

mendalam.
10

 

 Kegiatan penelitian yang mendalam mengenai pelaksanaan perceraian Fast 

Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang sangat penting. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip 

maqashid syariah yang mengutamakan pelestarian keutuhan keluarga dan 

perlindungan hak individu. 

                                                           
8
Siti Zainab Hassan, Psikologi Sosial dalam Perkahwinan dan Perceraian: Implikasi 

Terhadap Keluarga (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2017), h.132. 
9
Jumadiah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah 

Syar‟iyah Lhokseumawe” dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6., No. 2., (2012), h.3. 
10

 Ahmad Ali, Sistem Perundangan dan Proses Hukum dalam Masyara’at Melayu (Kuala 

Lumpur: Penerbit Ilmu, 2015), h. 85. 
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 Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan 

perceraian secara Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang melalui 

tinjauan maqashid syariah, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan 

bahwa proses perceraian tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan latar belakang masalah di atas, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi 

pelaksanaan perceraian secara Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, 

serta memastikan bahwa proses tersebut tetap selaras dengan prinsip-prinsip 

maqashid syariah dan nilai-nilai Islam. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka timbul niat penulis untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dalam sebuah skripsi dengan 

judul: “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perceraian Secara Fast Track 

di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor.” 

B. Batasan Masalah 

A$ga$r renca$na$ penelitia$n berbentuk skripsi ini tera$ra$h da$n tida$k menyimpa$ng 

da$ri topik ya$ng perma$sa$la$hka$n ma$ka$ penulis memba$ta$si perma$sa$la$ha$n ya$ng 

berka$ita$n denga$n penelitia$n ya$ng dila$kuka$n ya$itu tinja$ua$n ma$qa$shid sya$ria$h 

terha$da$p pela$ksa$na$a$n percera$ia$n seca$ra$ Fa$st Tra$ck di Ma$hka$ma$h Renda$h Sya$ria $h 

Sepa$ng Negeri Sela$ngor serta$ a$la$sa$n Ma$hka$ma$h Sya$ria$h memberla$kuka$n unda$ng-

unda$ng Fa$st Tra$ck ba$gi ka$sus percera$ia$n. 

C. Rumusa$n Ma$sa$la$h 

Berda$sa$rka$n la$ta$r bela$ka$ng ma$sa$la$h ya $ng tela$h dipa$pa$rka$n di a$ta$s, ma$ka $ 

ya $ng menja$di pokok ma$sa$la$h da$la$m penelitia$n ini a$da$la$h: 
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1. Bagaimana pelaksanaan perceraian secara Fast Track di Mahkamah Rendah    

Syariah Sepang Negeri Selangor? 

2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan perceraian 

secara Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang hendak dicapai, demikian 

juga halnya dengan penelitian ini. Sesuai dengan perumusan masalah di atas, 

maka yang menjadi tujuan dari penilitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perceraian secara Fast Track di 

Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor; 

b. Untuk Mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan 

perceraian secara Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang 

Negeri Selangor. 

2.   Kegunaan Peneitian 

a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar 

Sarjana Hukum (S.H.); 

b. Untuk menambah pengetahui penulis dalam kaedah perceraian di 

Mahkamah Rendah SyariahNegeri Selangor; 

c. Da$pa$t dija$dika$n pedoma$n da$n ba$ha$n informa$si da$la$m penyusuna$n tuga$s 

a$khir ba$gi penulis untuk ya $ng a$ka$n da$ting; 

 Seba$ga$i pengemba$nga$n keilmua$n da$n juga$ da$pa$t berma$nfa$a$t ba$gi 

ma$ha$siswa$ Jurusa$n Hukum Kelua$rga$ Isla$m, khususnya$ da$n ma$ha$siswa$ UIN 

Suska$ Ria$u pa$da$ umumnya $. 
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E. Sistematika Penelitian 

Untuk menda$pa$tka$n ga$mba$ra$n ya$ng lebih jela$s mengena$i ma$teri ya $ng 

menja$di pokok penulisa$n da$n memuda$hka$n pa$ra$ pemba$ca$ da$la$m mema$ha$mi ta$ta$ 

a$tura$n penulisa$n skripsi a$ka$n da$ta$ng, ma$ka$ penulis menyusun sistema$tika$ 

penulisa$n berikut: 

Bab I: Pendahuluan. Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

peneliti, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II: Landasan Teori. Berisi tentang tinjauan umum tentang perceraian 

yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat 

perceraian, macam-macam perceraian, dan hikmah perceraian. 

Ba$b III: Metode Penelitia$n. Ba$b ini menga$ndungi jenis penelitia$n, jenis da$ta$, 

subjek da$n objek penelitia$n, sumber da$ta$, teknik pengumpula$n da$ta$, teknik 

a$na$lisis da$n teknik penulisa$n.  

Ba$b IV: Ha$sil Penelitia$n Da$n Pemba$ha$sa$n. Penulis mema$pa$rka$n proses 

pela$ksa$na$a$n percera$ia$n Fa$st Tra$ck da$n a$na$lisis ma$qa$shid sya$ria$h ya$ng diguna$ka$n 

dalam perceraian secara Fast Track di Mahkamah Syariah Negeri Selangor.  

Bab V: Kesimpulan Dan Saran. Merupakan bab yang terakhir dari penulisan 

ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta saran penulis berdasarkan analisa 

yang dijalankan terhadap penelitian ini. 
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BAB II  

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Pengertian perceraian menurut bahasa adalah tindakan melepaskan ikatan 

pernikahan. Secara syara’, istilah talak berarti memutuskan ikatan perkawinan 

atau akad nikah melalui ucapan talak atau ungkapan lain yang serupa. Talak 

juga dapat diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan, baik secara 

langsung maupun untuk masa yang akan datang, dengan menggunakan istilah 

tertentu, tulisan, atau isyarat yang jelas. Pemutusan hubungan perkawinan yang 

terjadi secara langsung disebut talak ba’in, sedangkan yang ditetapkan untuk 

masa yang akan datang, yaitu setelah masa iddah, disebut talak raj'i.
11

  

Definisi talak menurut Syariah adalah pemutusan perkawinan yang sah, 

baik secara langsung maupun pada tanggal tertentu di kemudian hari, yang 

dila$kuka$n oleh sua$mi, wa$kilnya$, a$ta$u istri ya$ng diberi wewena$ng oleh sua$mi 

untuk mela$kuka$nnya$, denga$n mengguna$ka$n ka$ta$ ta$la$k a$ta$u istila$h la$in ya$ng 

berma$kna$ sa$ma$. Ketentua$n mengena$i ta$la$k tela$h ditentuka$n mela$lui A$l-Qur'a$n, 

Sunna$h, da$n ijma$' ula$ma$. A$lla$h SWT berfirma$n da$la$m A$l-Qur‟a$n; 

لُّ مكَُُْ اَنْ ثأَخُِذُوْا  حْسَانٍ ۗ وَلََ يََِ حٰنِ ۖ فاَِمْسَاكٌۢ بِمَؼْرُوْفٍ اَوْ جسَْْيِحٌْۢ بِِِ لََقُ مَرَّ ٓ اَنْ اَمعَّ ٓ اٰثيَذُْمُوْىُنَّ شَيْـأً اِلََّ ا مِمَّ

مَا  ِ ۙ فلَََ جُناَحَ ػلَيَِْْ ِ ۗ فاَِنْ خِفْتُُْ اَلََّ يلُِيْمَا حُدُوْدَ الّلّٰ افآَ اَلََّ يلُِيْمَا حُدُوْدَ الّلّٰ َ ِ يََّّ فِيْمَا افذْدََتْ بِوٖ ۗ ثِلَْْ حُدُوْدُ الّلّٰ

َّخَؼَ  لِمُوْنَ فلَََ ثؼَْخَدُوْىَا وَۚمَنْ ي مَ هُُُ امظّٰ
ّ
ِ فاَُومٰٰۤى دَّ حُدُوْدَ الّلّٰ

                                                           
11

 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam jilid VII, alih bahasa oleh Ahmad 

Shahbari, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001) h. 472 
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Artinya: 

Ta$la$k ya$ng da$pa$t dirujuk kemba$li itu ha$nya $ dua$ ka$li. Sesuda$h itu 

bolehla$h ia$ rujuk da$n memega$ng terus istrinya$ itu denga$n ca$ra$ ya $ng 

sepa$tutnya $ a$ta$u melepa$ska$n (mencera$ika$nnya$) denga$n ca$ra$ ya$ng ba$ik. 

(QS. A$l-Ba$qa$ra$h [2]: 229).
12

 

 

Percera$ia$n juga$ da$pa$t menja$di solusi untuk mengura$ngi stres pa$da$ 

pa$sa$nga$n ya$ng suda$h tida$k memiliki kesepa$ka$ta$n la$gi. Sifa$t ma$nusia$ ya $ng 

muda$h tersinggung da$n memiliki denda$m da$pa$t menyeba$bka$n ga$nggua$n 

psikologis da$n depresi. Oleh ka$rena$ itu, percera$ia$n bisa$ menja$di ja$la$n kelua$r 

untuk mengatasi depresi. Meskipun perceraian memiliki banyak keburukan, 

tidak semua perkawinan dapat membentuk rumah tangga yang Sakinah 

Mawadah, disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri 

suami atau istri, maupun faktor ekonomi atau aspek kehidupan lainnya yang 

tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian. 

Menurut Al-Jaziry,  

 إِزَلَةُ النِّكَاحِ أوَْ نُ قْصَانُ حِلَّوِ بلَِفْظِ مََْصُوْصٍ الطَّلََقُ 
Artinya:  

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi 

pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
13

 

 

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali mendefinisikan perceraian sebagai 

upaya untuk menghilangkan ikatan perkawinan sehingga isteri tidak lagi halal 

bagi suaminya setelah hilangnya ikatan perkawinan, yang terjadi dalam hal 

talak ba’in. Menurut definisi lain, mengurangi pelepasan ikatan perkawinan 

berarti mengurangi hak talak suami, yang mengakibatkan penurunan jumlah 

                                                           
12

Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2008), h. 36. 
13

 Abd al-Rahman al- Jaziry, Al-Fiqh „Ala al-Madhahib al-Arba‟ah, Jilid 4 (Beirut: Dar al-

Fikr,tt), h. 2.  
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hak talak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu 

menjadi satu.
14

 

Firman Allah yang lain: 

َّلْتُُُ  اَ امنَّبُِِّ اِذَا ظَل رجُِوْىُنَّ مِنْ  اَيُُّّ ۚ لََ خُْْ َّكُُْ َ رََ نَّ وَاَحْوُوا امؼِْدَّ َۚۚ وَاثَّلُوا الّلّٰ هِِِ لُوْىُنَّ مِؼِدَّ َ  فعََلِّ ِّسَاٰۤ نَّ وَلََ   امِ بيُُوْهِِِ

َّخؼََدَّ حُ  ِۗ وَمَنْ ي نةٍَۗ وَثِلَْْ حُدُوْدُ الّلّٰ بَيِّ َّأثِِيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّ ٓ اَنْ ي رُجْنَ اِلََّ َ يََّْ ِ فلَدَْ ظَلَََ هفَْسَو لََ ثدَْرِيْ مؼََلَّ الّلّٰ دُوْدَ الّلّٰ

دِثُ بؼَْدَ ذٰلَِِ اَمْرًا  . يَُْ
Artinya:  

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang 

wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah 

Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan 

janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan 

keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-

hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan 

suatu ketentuan yang baru. (QS.At-Thalak [65]: 1)
15

 

 

Dalam pengertian ini, jelas menunjukkan bahwa perceraian berlaku 

hanya jika suami memberikan lafaz talak kepada istri mereka tanpa 

memerlukan saksi. Oleh karena itu, lafaz talak tidak perlu dilakukan di mana 

pun, baik di luar mahkamah maupun sekembalinya.  

2. Dasar Hukum Perceraian 

Hukum Islam memungkinkan perceraian sebagai solusi atas konflik 

rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi, dan dasar hukumnya adalah 

sebagai berikut:  

a. Al-Qur‟an 

يٌۢ ا مْسَاكٌۢ بِمَؼْرُوفٍ أَوْ جسَِْْ
ّ
تََنِۖ  فاَ قُ مَرَّ لَ َٰ ٓ أَن  معَّ لََّ

ّ
آ َ اثيَذُْمُوىُنَّ شَيْـأً ا لُّ مكَُُْ أَن ثأَخُِذُوا۟ مِمَّ نٍ ۗ وَلََ يََِ حْسَ َٰ

ّ
بِِ

مَا فِيماَ  ِ فلَََ جُناَحَ ػلَيَِْْ للَّّ
 
نْ خِفْتُُْ أَلََّ يلُِيماَ حُدُودَ أ

ّ
ِ ۖ فاَ للَّّ

 
ٓ أَلََّ يلُِيماَ حُدُودَ أ افاَ فذْدََتْ بِوِۦ ۗ ثِلَْْ حُدُودُ يَََّ

 
ِ  أ للَّّ

 
أ

لِمُونَ  مظَّ َٰ
 
ئِٓمَ هُُُ أ ِ فأَوُ۟مَ َٰ للَّّ

 
 فلَََ ثؼَْخَدُوىَا ۚ وَمَن يخََؼَدَّ حُدُودَ أ

                                                           
14

 Abdul Rahman Ghazali, op. cit, h.144. 
15

 Departemen Agama RI, op. cit, h. 558. 
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Artinya: 

Talak (yang dapat dirujuki) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk 

kembali dengan cara yang makruf (baik) atau menceraikan dengan cara 

yang baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).
16

 

 
مَذِّؼُوْ   وَّ

وْىُنَّ اَوْ ثفَْرضُِوْا ميَنَُّ فرَيِضَْةًۖ َ  مَا ممَْ ثمََسُّ ِّسَاٰۤ َّلْتُُُ امِ ىُنَّ ػلَََ اممُْوْسِعِ كدََرُهٗ وَػلَََ لََ جُناَحَ ػلَيَْكُُْ اِنْ ظَل

نِيَْْ اممُْلْتِِِ كدََرُهٗۚ مَذاَػاً   بِِممَْؼْرُوْفِۚ حَلًّا ػلَََ   اممُْحْس ِ

Artinya:  

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka 

dan sebelum kamu menentukan maharnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 236).
17

 

 

يْعٌ عَلِيْمٌ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلََقَ فاَِنَّ  وَ سََِ  اللّّٰ
Artinya :  

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-

Baqarah [2]: 227).
18

 

 

َ  فبََلغَْنَ اَجَليَُنَّ فاََمْسِكُوْىُنَّ  ِّسَاٰۤ ارًا مِخَّؼْخَدُوْاۚ وَاِذَا ظَلَّلْتُُُ امِ ِحُوْىُنَّ بِمَؼْرُوْفٍۗ وَلََ ثمُْسِكُوْىُنَّ ضَِِ بِمَؼْرُوْفٍ اَوْ سَّ

ِ ػلََ  اذْنُرُوْا هِؼْمَتَ الّلّٰ ِ ىُزُوًا وَّ َّفْؼَلْ ذٰلَِِ فلَدَْ ظَلَََ هفَْسَوٗۗ وَلََ ثخََّخِذُوْٓا اٰيتِٰ الّلّٰ ْْزَلَ ػلَيَْكُُْ مِّ وَمَنْ ي ٓ اَ نَ يْكُُْ وَمَا

ٍ  ػلَِيٌْ  َِكُِّ شََْ  َ َ وَاػلْمَُوْٓا اَنَّ الّلّٰ  ࣖامْكِذٰبِ وَامحِْكْْةَِ يؼَِظُكُُْ بِوٖۗ وَاثَّلُوا الّلّٰ

Artinya:  

A$pa$bila$ ka$mu menta$la$k isteri-isterimu, la$lu mereka$ mendeka$ti a$khir 

idda$hnya $, ma$ka$ rujukila$h mereka$ denga$n ca$ra$ ya $ng ma$'ruf, a$ta$u 

cera$ika$nla$h mereka$ denga$n ca$ra$ ya$ng ma$'ruf (pula$). ja$nga$nla$h ka$mu 

rujuki mereka$ untuk memberi kemudha$ra$ta$n, ka$rena$ denga$n demikia$n 

ka$mu Menga$nia$ya$ mereka$. Ba$ra$ngsia$pa$ berbua$t demikia$n, Ma$ka$ 

sungguh ia$ tela$h berbua$t za$lim terha$da$p dirinya$ sendiri. Ja$nga$nla$h ka$mu 

ja$dika$n hukum-hukum A$lla$h perma$ina$n, da$n inga$tla$h nikma$t A$lla$h 

pa$da$mu, da$n a$pa$ ya$ng tela$h diturunka$n A$lla$h kepa$da$mu Ya$itu A$l kita$b 

da$n A$l Hikma$h (A$s Sunna$h). A$lla$h memberi penga$ja$ra$n kepa$da$mu 

denga$n a$pa$ ya $ng diturunka$n-Nya$ itu da$n berta$kwa$la$h kepa$da$ A$lla$h serta$ 

keta$huila$h ba$hwa$sa$nya $ A$lla$h Ma$ha$ mengeta$hui sega$la$ sesua$tu. (QS. A$l-

Ba$qa$ra$h [2]: 231).
19

 

 

 

 

                                                           
16

 Departemen Agama RI, op. cit, h. 36. 
17

 Departemen Agama RI, op. cit, h. 38. 
18

 Departemen Agama RI, op. cit, h. 36. 
19

 Departemen Agama RI, op. cit, h. 37. 
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b. Hadits 

 ٕٓأبَْ غَضُ الَْْلََلِ إِلََ الِله الطَّلََقُ 
Artinya:  

Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak (cerai). 
 

عْتُ مَُْمُودَ بْنَ   أَخْبَ رَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ وَىْبٍ قاَلَ أَخْبَ رَنِ مََْرَمَةُ عَنْ أبَيِوِ قاَلَ سََِ
 لبَِيدٍ قاَلَ أُخْبَِ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طلََّقَ امْرأَتََوُ ثَلََثَ تَطْلِيقَاتٍ 

يعًا فَ قَامَ غَضْبَاناً ثَُُّ قاَلَ أيَُ لْعَبُ بِكِتَابِ اللَّوِ وَأنَاَ بَ يَْْ أَظْهُركُِمْ حَتََّّ قاَمَ رَجُلٌ وَقاَلَ  ياَ جََِ
 ٕٔسُولَ اللَّوِ أَلََ أقَْ تُ لُوُ رَ 

Artinya:  

Tela$h menga$ba$rka$n kepa$da$ ka$mi Sula$ima$n bin Da$ud da$ri Ibn Wa$ha$b ia$ 

berka$ta$ Ma$khroma$h tela$h menga$ba$rka$n kepa$da$ku da$ri a$ya$hnya $, ia$ 

berka$ta$; sa$ya$ mendenga$r Ma$hmud bin La$bid berka$ta$; Ra$sululla$h SA$W 

diberi ka$ba$r mengena$i seseora$ng ya $ng mencera$ika$n istrinya$ denga$n tiga$ 

ka$li cera$i seka$ligus. Ma$ka$ belia$u berdiri da$la$m kea$da$a$n ma$ra$h, kemudia$n 

bersa$bda$: "A$pa$ka$h ia$ memperma$inka$n Kita$b A$lla$h seda$ngka$n a$ku 

bera$da$ dia$nta$ra$ ka$lia$n," hingga$ seseora$ng berdiri da$n berka$ta$; ya$ 

Ra$sululla$h bolehka$n a$ku membunuhnya$. 

 

3. Rukun dan Syarat Perceraian  

Seorang suami melakukan talak, juga dikenal sebagai perceraian, 

terhadap isterinya. Karena konsekuensi dari perbuatan itu sendiri, seseorang 

dan keluarganya dapat mengalami konsekuensi hukum yang sangat luas, yang 

dapat berdampak baik atau bahkan lebih buruk pada masa depan. Oleh karena 

itu, Islam menetapkan aturan tentang talak.  

Dalam hukum Islam, talak hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-

syarat berikut: 

 

                                                           
20

 Abu Dawud Sulaiman bin al-Ashast bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, 

op. cit. 
21

 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, alih bahasa oleh A. Hassan, (Bandung: 

Diponegoro, 1999), h.272. 
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a. Rukun Talak 

1) Suami, oleh karena itu, talak tidak jatuh jika yang menjatuhkan talak 

adalah laki-laki yang tidak memiliki ikatan nikah, bukan suaminya. 

2) Isteri, tidak jatuh talak atas perempuan lain 

3) Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu 

ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.
22

 

4) Sengaja. Menjatuhkan talak harus dilakukan dengan niat, yaitu 

melafalkan talak karena orang yang sudah baligh tidak akan berbicara 

kecuali mereka meniatkan hal itu.  

Meskipun hukumnya sama, tujuan ini adalah untuk membedakan orang 

yang serius dari orang yang main-main dalam hal talak. 

: ع ، وىَزْلُُنَُّ جِدٌّ ىُنَّ جِدٌّ ن أبي ىريرة أن رسول الله صلى الله عليو وسلم قال: "ثلَث جِدُّ
 ٖٕ"النكاح، والطلَق، والرَّجْعَةُ 

Artinya:  

Dari Abu Hurairah RA. ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW telah 

bersabda: Tiga perkara yang sungguh-sunguhnya menjadi sungguh dan 

main-mainnya pun menjadi sungguh, yaitu: nikah, talak dan rujuk. 

 

b. Syarat-Syarat Perceraian 

Dalam hal syarat perceraian, suami (yang akan mentalak), isteri (yang 

akan ditalak), dan sighat (yang akan ditalak). 

1) Syarat bagi suami 

a) Berakal, karena talak yang dilakukan oleh orang gila, mabuk, atau 

marah tidak sah.  

                                                           
22

 Ibid.,h.281. 
23

 Ibnu Hajar Al-Asqalani, op. cit.,h.226 
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b) Baligh, talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak 

adalah tidak sah. Anak-anak dan orang gila tidak boleh ditalak 

karena, selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, itu juga 

disyariatkan karena kemaslahatan dan kepentingan yang 

bersangkutan. Jika seseorang terlalu naif atau gila, mereka tidak 

akan dapat melihat keuntungan yang akan diperoleh kedua belah 

pihak. Namun, pengikut Hambali berpendapat bahwa talak dapat 

diterapkan meskipun oleh anak-anak, asalkan ia memahami arti dan 

konsekuensi dari talak.
24

 

c) Atas kesadaran diri dan kemauan sendiri. Ini menunjukkan bahwa 

suami ingin melepaskan talak itu sendiri, bukan karena dipaksa 

oleh orang lain. Selanjutnya, Rasulullah SAW berkata dari Ibnu 

Abbas:  

اوَزَ لِِ غَنْ  نَّ اَلله تَََ
ّ
غَنِ اَنِْ غَبَّاسٍ رَضَِِ اُلله غَنْْمَُا أَنَّ رَسُولَ اِلله صلَ الله ػليو وسلَ كاَل: )ا

خُكْرىُِوْا ػلَيَْوِ( حَدِيرٌْ حَسَنٌ رَ  يَانَ وَمَا اس ْ ِّس ْ تِِ امْخَعَأَ وَامِ هَُُاأُمَّ َْنُ مَاجَو وَاْمبَيْْلَِيّ وَغيَُْْ وَاهُ ا
25

. 

 

Artinya:  

Dari Ibnu „Abbas RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, 

lupa, dan dipaksa.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah) 

 

2) Syarat bagi Istri 

a) Selama masa iddahnya, istri memiliki hak untuk menolak talak raj'i 

suaminya.
26

 Menurut hukum Islam, jika suaminya ingin menolak 

                                                           
24

 Abdurrahman al-Jaziri, op. cit., h.284. 
25

 Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, 

2008), h. 659. 
26

 Abdurrahman al-Jaziri, op. cit., h. 254. 
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talaknya lagi, istri itu dianggap menolak talaknya, sehingga 

menambah jumlah talaknya dan mengurangi hak suami.  

b) Kedudukan isteri yang ditalak didasarkan pada perkawinan legal.
27

 

3) Sighat talak 

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap 

isterinya yang menunjukkan talak, baik yang diucapkan secara sharih 

(jelas) maupun yang secara kinayah (sindiran).
28

 

4. Hikmah Perceraian  

 

Da$la$m A$l-Qur'a$n, tida$k a$da$ a$ya$t ya$ng seca$ra$ tega$s menyuruh a$ta$u 

mela$ra$ng eksistensi percera$ia$n. Sementa$ra$ itu, untuk pernika$ha$n, terda$pa$t 

beberapa ayat yang mendorong untuk melakukannya. 

Setiap kejadian pasti memiliki hikmah yang bisa diambil, termasuk 

dalam permasalahan perceraian yang menyimpan hikmah bagi suami maupun 

istri. Talak pada dasarnya adalah suatu hal yang halal, meskipun merupakan 

hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hikmah diizinkannya talak adalah 

ka$rena$ dina$mika$ kehidupa$n ruma$h ta$ngga$ bisa$ sa$ja$ menga$ra$h pa$da$ kondisi 

ya $ng bertenta$nga$n denga$n tujua$n pembentuka$n ruma$h ta$ngga$ itu sendiri. 

Da$la$m kea$da$a$n seperti ini, jika$ dila$njutka$n, da$pa$t menimbulka$n muda$ra$t ba$gi 

kedua$ bela$h piha$k, ba$ik sua$mi ma$upun istri, ba$hka$n juga$ ba$gi a$na$k mereka$.
29

 

Ta$la$k merupa$ka$n sa$tu-sa$tunya$ ja$la$n ya$ng pa$ling a$ma$n ketika$ pernika$ha$n 

suda$h tida$k bisa$ diperta$ha$nka$n. Ta$la$k a$da$la$h pintu ra$hma$t ya $ng sela$lu terbuka $ 

                                                           
27

 Ibid. 
28

 Ibid.,h.257. 
29

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat 

dan UU Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), h.109. 
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ba$gi setia$p ora$ng, denga$n tujua$n a$ga$r setia$p sua$mi istri ma$u berintrospeksi diri 

da$n memperba$iki kekura$nga$n serta$ kesa$la$ha$n ya$ng a$da$. Mereka$ ya$ng menola$k 

adanya talak telah menutup semua pintu bagi pasangan suami istri ketika 

rumah tangga mereka sedang goyah dan dalam keadaan kritis. 

Mereka sebenarnya telah membunuh perasaan cinta, hati nurani, dan 

kema$nusia$a$n da$la$m diri mereka$. Ketika$ semua$ pintu penyela$ma$ta$n ya $ng ha$la$l 

ba$gi sua$mi istri ditutup, ma$ka$ ma$sing-ma$sing a$ka$n menca$ri ja$la$n ya$ng tida$k 

la$ya $k da$n tida$k dibolehka$n, sehingga$ mereka$ terjerumus ke da$la$m ha$l-ha$l ya $ng 

diharamkan. Hal semacam ini mengakibatkan mereka lupa pada istri dan anak-

anak mereka.
30

 

Allah SWT yang Maha Bijaksana menghalalkan talak, tetapi 

membencinya, kecuali jika itu untuk kepentingan suami, istri, atau keduanya, 

atau untuk kepentingan keturunan mereka. Di luar itu, hikmah dari adanya 

perceraian memberikan kita pelajaran hidup bahwa dalam hidup ini terdapat 

dinamika yang harus kita jalani, baik yang bersifat menyenangkan maupun 

menyedihkan. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah SWT sejak lama sebagai 

pembelajaran bagi kehidupan kita ke depan, agar kita bisa menjadi lebih baik 

dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. 

 

 

 

                                                           
30

 Hasan Ayyub, op. cit, h. 206. 
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B. Macam-macam Perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri 

Selangor 

 

Perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam di negeri-

negeri ya $ng seda$ng berla$ku di setia$p negeri, serta$ menurut konsep pra$ktik da$n 

a$ma$la$nnya$ di Ma$la$ysia$, da$pa$t terja$di da$la$m bebera$pa$ jenis, ya$itu:  

a. Percera$ia$n Seca$ra$ La$fa$z Ta$la$k 

Percera$ia$n denga$n la$fa$z ta$la$k bera$rti pembuba$ra$n da$n pelepa$sa$n 

ika$ta$n pernika$ha$n denga$n la$fa$z ta$la$k a$ta$u la$fa$z ya$ng sejenis, di ma$na$ la$fa$z 

ta$la$k mela$lui jenis percera$ia$n ini diuca$pka$n di ha$da$pa$n ha$kim da$n ha$rus 

menda$pa$t izin da$ri penga$dila$n. Menurut pra$ktik da$n penera$pa$n di Negeri 

Sela$ngor, percera$ia$n seca$ra$ ta$la$k denga$n persetujua$n bersa$ma$ tela$h dia$tur 

da$la$m Pa$sa$l 47 Unda$ng-Unda$ng Kelua$rga$ Isla$m Negeri Sela$ngor 2003 

(EUUKIS 2003). Oleh ka$rena$ itu, ba$gi sua$mi a$ta$u istri ya $ng ingin bercera$i 

denga$n persetujua$n bersa$ma$, mereka$ ha$rus menga$juka$n permohona$n untuk 

percera$ia$n di penga$dila$n, denga$n mengguna$ka$n formulir ya $ng tela$h 

ditentuka$n seba$ga$ima$na$ dia$tur da$la$m Pa$sa$l 47 (1) EUUKIS 2003. 

Jika salah satu pihak tidak setuju untuk bercerai secara damai, maka 

undang-undang yang sama, Pasal 47(5), mengatur bahwa jika ada 

kemungkinan yang wajar untuk suatu perdamaian antara kedua pihak, 

Pengadilan harus segera melantik suatu komite perdamaian yang terdiri dari 

seorang Pegawai Agama sebagai ketua dan dua orang lainnya, satu untuk 

mewakili suami dan satu lagi untuk mewakili istri, serta merujuk kasus 

tersebut kepada komite tersebut. 
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b. Perceraian Secara Pengesahan Lafaz Ta’liq 

Percera$ia$n mela$lui pengesa$ha$n la$fa$z ta$’liq a$da$la$h percera$ia$n ya$ng 

tela$h terja$di di lua$r penga$dila$n da$n tida$k dila$kuka$n di ha$da$pa$n Ha$kim. Ini 

meliba$tka$n ta$la$k ya $ng tela$h dila$fa$zka$n oleh sua$mi terha$da$p istri di lua$r da$n 

ta$npa$ izin penga$dila$n, ba$ik denga$n la$fa$z ya$ng jela$s da$n tega$s ma$upun la$fa$z 

kina$ya $h, ya$itu la$fa$z ya$ng bersifa$t kia$sa$n a$ta$u sindira$n. Jenis percera$ia$n ini 

ha$rus dila$porka$n ke penga$dila$n untuk mengesa$hka$n a$pa$ka$h la$fa$z ta$la$k ya $ng 

diuca$pka$n oleh sua$mi di lua$r penga$dila$n itu sa$h a$ta$u tida$k. 

Perka$ra$ ini dia$tur da$la$m Pa$sa$l 57 EUUKIS 2003. Mela$lui ketentua$n 

pa$sa$l ini, dinya$ta$ka$n ba$hwa$ piha$k-piha$k ya$ng terliba$t da$la$m ka$sus 

percera$ia$n di lua$r penga$dila$n, ba$ik sua$mi ma$upun istri, ha$rus mela$porka$n 

ha$l ini kepa$da$ penga$dila$n da$la$m wa$ktu tujuh (7) ha$ri seja$k ta$ngga$l la$fa$z 

tersebut diuca$pka$n. Penga$dila$n kemudia$n a$ka$n menyelidiki ka$sus ini untuk 

mema$stika$n a$pa$ka$h ta$la$k ya$ng dila$fa$zka$n sua$mi tersebut sa$h menurut 

hukum syara' atau tidak, serta mengonfirmasi apakah hal itu dapat 

disabitkan atau tidak. Menurut ketentuan pasal yang sama, dinyatakan 

bahwa jika pengadilan berpuas hati bahwa talak yang telah dilafazkan itu 

sah menurut hukum syara’, maka pengadilan akan mengeluarkan perintah 

untuk membenarkan perceraian dengan talak. 
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c. Perceraian Secara Fasakh 

Fasakh adalah suatu bentuk pembubaran pernikahan yang dilakukan 

oleh hakim, disebabkan oleh hal-hal yang diizinkan oleh hukum syara’.
31

 

Fasakh dan talak adalah dua hal yang berbeda, di mana fasakh berarti 

pembatalan akad dari akarnya dan menghilangkan status halal terhadap 

pernikahan tersebut, sedangkan talak adalah penamatan akad tetapi status 

halal tetap ada, kecuali setelah talak ba’in. Pembubaran pernikahan melalui 

fasakh diatur dalam Pasal 53 EUUKIS 2003, yang menjelaskan alasan-

a$la$sa$n ya $ng membolehka$n pembuba$ra$n sua$tu pernika$ha$n mela$lui fa$sa$kh ini 

dila$kuka$n.  

Pembuba$ra$n pernika$ha$n mela$lui fa$sa$kh tida$k da$pa$t dila$kuka$n 

semba$ra$nga$n, mela$inka$n piha$k-piha$k ya $ng terliba$t tela$h memenuhi semua $ 

sya$ra$t ya $ng tela$h ditentuka$n. Percera$ia$n jenis ini a$ka$n memberika$n da$mpa$k 

tertentu, di a$nta$ra$nya $ a$da$la$h ba$hwa$ percera$ia$n ini tida$k bisa$ dirujuk kemba$li 

kecua$li denga$n a$ka$d da$n ma$ha$r ya$ng ba$ru, ka$rena$ ta$la$k ya$ng gugur a$kiba$t 

fa$sa$kh a$da$la$h ba$’in sughra$. Na$mun, pembuba$ra$n pernika$ha$n mela$lui fa$sa$kh 

ini tida$k a$ka$n mengura$ngi jumla$h ta$la$k; jika$ pa$sa$nga$n tersebut menika$h 

kembali, jumlah talak tetap tiga talak.
32

 

d. Perceraian Secara Cerai Ta’liq  

Ta$’liq a$da$la$h perja$njia$n ya$ng dibua$t oleh sua$mi setela$h a$ka$d nika$h 

menurut hukum sya$ra$’. Ini merupa$ka$n sa$la$h sa$tu bentuk perja$njia$n da$la$m 

                                                           
31

 Mohd Zaidi Md Zain, et.al., “Tuntutan Fasakh: Kajian Dari Perspektif Undang-Undang 

Tatacara Mal” dalam Journal Of Shariah Law Research, Vol 3., No. 1., (2018), h. 14. 
32

 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, http://www.gov.my/jakim di akses pada 15 Maret 

2024. 
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pernika$ha$n ya $ng menca$ntumka$n bebera$pa$ sya$ra$t ya $ng ha$rus dipenuhi oleh 

sua$mi. A$pa$bila$ sua$mi tida$k memenuhi sya$ra$t-sya$ra$t tersebut, istri ya$ng tida$k 

pua$s ha$ti da$pa$t menga$du kepa$da$ penga$dila$n Sya $ria$h mengena$i ha$l tersebut 

seba$ga$i a$la$sa$n untuk menuntut percera$ia$n. Singka$tnya $, ta$la$k ta$’liq a$da$la$h 

ta$la$k ya$ng diga$ntungka$n denga$n sya $ra$t, di ma$na$ sya $ra$t tersebut menentuka$n 

a$pa$ka$h ta$la$k itu ja$tuh a$ta$u tida$k.
33

 

Perceraian secara ta’liq diatur dalam Pasal 50 EUUKIS 2003. 

Berdasarkan ketentuan pasal ini, dinyatakan bahwa setiap perempuan yang 

bersuami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan jika dia berhak 

mendapatkan perceraian sesuai dengan syarat-syarat dalam surat pernyataan 

ta’liq yang telah dibuat oleh suami setelah akad nikah. Dengan demikian, 

dia dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menetapkan 

bahwa perceraian tersebut telah terjadi.  

Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut dan 

melakukan penyelidikan untuk menentukan keabsahan perceraian itu. Jika 

pihak pengadilan puas bahwa perceraian tersebut sah menurut hukum 

syara’, maka pengadilan akan mengesahkan dan mencatat perceraian itu.  

e. Perceraian Secara Tebus Talak (Khul') 

Perceraian tebus talak, atau yang juga dikenal sebagai khul', adalah 

sua$tu percera$ia$n ya$ng diminta$ oleh istri da$ri sua$minya$ denga$n memberika$n 

ua$ng a$ta$u ha$rta$ benda$ sesua$i ya$ng tela$h disepa$ka$ti mela$lui ija$b da$n ka$bul. 

Khul' ini terja$di a$ta$s kehenda$k da$n kesungguha$n istri untuk bercera$i. Khul' 
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di sya$ria$tka$n untuk memenuhi kebutuha$n istri di ma$na$ istri ingin menebus 

dirinya$ a$ga$r dibeba$ska$n oleh sua$minya$ denga$n memberika$n sejumla$h 

pemba$ya$ra$n. Percera$ia$n seca$ra$ khul' merupa$ka$n percera$ia$n ya $ng 

menggugurka$n ta$la$k seca$ra$ ba$’in sughra$, di ma$na$ pernika$ha$n ini tida$k da$pa$t 

dirujuk kemba$li kecua$li denga$n a$ka$d da$n ma$s ka$win ya$ng ba$ru.
34

 

A$pa$bila$ sua$mi da$n istri setuju untuk bercera$i denga$n ca$ra$ tebus ta$la $k 

da$n jumla$h pemba$ya$ra$n tebus ta$la$k tela$h disepa$ka$ti oleh kedua$ bela$h piha$k, 

ma$ka$ penga$dila$n a$ka$n menga$ra$hka$n sua$mi untuk mela$fa$zka$n cera$i kepa$da $ 

istri. Menurut Pa$sa$l 49 EUUKIS 2003, jika$ jumla$h pemba$ya $ra$n tebus ta$la$k 

tersebut tida$k disepa$ka$ti oleh kedua$ piha$k, penga$dila$n da$pa$t mena$ksir 

jumlah tersebut sesuai dengan hukum syara' dengan mempertimbangkan 

taraf dan sumber keuangan kedua belah pihak.  

f. Perceraian Secara Anggapan Mati 

Percera$ia$n seca$ra$ a$ngga$pa$n kema$tia$n terja$di a$pa$bila$ sua$mi seora$ng 

perempua$n tela$h meningga$l dunia$, a$ta$u dia$ngga$p tela$h meningga$l, a$ta$u 

tida$k a$da$ berita$ mengena$i dirinya$ sela$ma$ ja$ngka$ wa$ktu 4 ta$hun a$ta$u lebih 

(Pasal 54 (1) Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003). Apabila 

keadaan tersebut berlanjut da$n perempua$n tersebut ingin menika$h la$gi, 

ma$ka$ terlebih da$hulu ha$rus menda$pa$tka$n pengesa$ha$n a$ngga$pa$n kema$tia$n 

da$ri Ma$hka$ma$h Sya$ria$h.  

Subpa$sa$l 3 pa$da$ pa$sa$l ya$ng sa$ma$ menjela$ska$n ba$hwa$ da$la$m ha$l da $n 

kea$da$a$n ya $ng disebutka$n da$la$m subpa$sa$l (1), seora$ng perempua$n tida$k 

                                                           
34

 Mustafa Al-Khin, Fiqhul Manhaj Mazhab Syafie, alih Bahasa oleh Zulkifli bin 

Mohammad al-Bakri, (Selangor: Jakim, 2009) Cet. Ke-2, h. 200. 
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berha$k untuk menika$h la$gi ta$npa$ sertifika$t ya $ng dikelua$rka$n berda$sa$rka$n 

subpa$sa$l (1), meskipun Ma$hka$ma$h Tinggi mungkin tela$h memberika$n izin 

untuk menga$ngga$p sua$mi tersebut tela$h meningga$l. Setela$h sertifika$t ya $ng 

dikeluarkan berdasarkan subpasal (1) ini, Subpasal 4 menyatakan bahwa 

sertifikat tersebut harus didaftarkan seolah-olah sertifikat itu telah 

menciptakan perceraian antara istri dan suami yang dianggap telah 

meninggal. Setelah itu, barulah si istri dapat menikah dengan lelaki lain.  

g. Perceraian secara Fast Track 

Perceraian Fast Track adalah proses perceraian yang dipercepat untuk 

pasangan yang memenuhi kriteria tertentu, biasanya dalam situasi yang 

membuat perceraian tidak dapat ditunda, seperti kekerasan dalam rumah 

tangga atau ketika pasangan sudah sepakat untuk bercerai. Proses ini 

memungkinkan pengajuan perceraian dan penyelesaiannya dilakukan 

dengan cepat, biasanya tanpa melalui prosedur yang panjang dan rumit.
35

 

Dalam perceraian Fast Track, dokumen dan persyaratan yang 

diperlukan sering kali lebih sedikit dibandingkan dengan perceraian 

konvensional, sehingga memudahkan pihak-pihak yang terlibat untuk 

menyelesaikan urusan mereka dengan lebih efisien. Meskipun cepat, proses 

ini tetap harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap dihormati. 
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2003 Seksyen 47. 



24 

 

 

Hal ini menjadi pilihan bagi banyak pasangan yang ingin menghindari 

proses hukum yang panjang dan melelahkan, serta mencari penyelesaian 

yang lebih harmonis dan cepat. 

C. Fast Track 

 

1. Sejarah Perceraian Fast Track 

Sejarah pelaksanaan sistem Fast Track ini adalah sebuah proyek 

Kegiatan Fokus Utama (KFA), yaitu suatu kerangka menuju inovasi yang 

ha$nya $ meliba$tka$n proses a$dministra$si. Sistem ini merupa$ka$n ha$sil ga$ga$sa$n pa$ra$ 

Ha$kim Sya$r‟i Negeri Sela$ngor ketika$ memba$ha$s la$ngka$h-la$ngka$h stra$tegis 

untuk penyelesa$ia$n ka$sus-ka$sus percera$ia$n ya$ng tertunda$ di Ma$hka$ma$h 

Sya$ria$h Negeri Sela$ngor.
36

 Pela$ksa$na$a$n sistem Fa$st Tra$ck ini tela$h mula$i 

diperkena$lka$n di bebera$pa$ Ma$hka$ma$h Renda$h Sya$ria$hdi Negeri Sela$ngor seja$k 

November 2014 untuk menila$i efektivita$s pela$ksa$na$a$nnya$. 

Setela$h itu, mula$i Juni 2015, semua$ 12 Ma$hka$ma$h Renda$h Sya $ria$hdi 

Negeri Sela$ngor mula$i mela$ksa$na$ka$n sistem Fa$st Tra$ck tersebut untuk ka$sus-

kasus perceraian yang disetujui bersama, dan proses ini sama sekali tidak 

melanggar hukum syara’. Hal ini dikarenakan Mahkamah telah menetapkan 

syarat agar kedua belah pihak hadir, dan jika hanya salah satu piha$k ya $ng ha$dir 

untuk memfa$ilka$n ka$sus percera$ia$n mela$lui Fa$st Tra$ck, Ma$hka$ma$h tida$k a$ka$n 
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mengizinka$n ka$sus tersebut dia$juka$n. Oleh ka$rena$ itu, ketika$ kedua$ bela$h piha$k 

ha$dir, pa$nggila$n a$ka$n dila$kuka$n pa$da$ ha$ri itu seca$ra$ la$ngsung.
37

 

2. Tujua$n Percera$ia$n Fa$st Tra$ck  

Tujua$n sistem Fa$st Tra$ck ini diha$silka$n seja$la$n denga$n keingina$n 

DYMM Sulta$n Sela$ngor ya$ng berha$ra$p a$ga$r JA$KESS terus berupa$ya$ untuk 

mempercepa$t penyelesa$ia$n ka$sus-ka$sus di Ma$hka$ma$h Sya $ria$h Sela$ngor, 

teruta$ma$ ka$sus-ka$sus ya$ng berka$ita$n denga$n pembuba$ra$n pernika$ha$n, serta $ 

memenuhi ha$ra$pa$n pela$ngga$n ya$ng ingin a$ga$r ka$sus mereka$ dita$nga$ni denga$n 

ceka$p, cepa$t, da$n efisien. Oleh ka$rena$ itu, ja$ba$ta$n tersebut tela$h menca$ri solusi 

untuk memenuhi keingina$n DYMM Sulta$n Sela$ngor da$n kebutuha$n 

pelanggan.
38

 

Pela$ksa$na$a$n sistem Fa$st Tra$ck merupa$ka$n sebua$h inova$si ya$ng menja$di 

proses kerja$ perba$ika$n untuk menyelesa$ika$n ma$sa$la$h keterla$mba$ta$n 

penyelesa$ia$n ka$sus percera$ia$n seca$ra$ persetujua$n bersa$ma$ di ba$wa$h Pa$sa$l 47 

Unda$ng-unda$ng Kelua$rga$ Isla$m (Negeri Sela$ngor) 2003 (EUKIS). Proses ini 

menca$kup penda$fta$ra$n, sebuta$n, persida$nga$n, keputusa$n, da$n perinta$h, ya $ng 

sebelumnya memerlukan waktu hingga 90 hari untuk diselesaikan. Kondisi ini 

berdampak negatif pada citra departemen, menimbulkan keluhan dari 

pelanggan, serta meningkatkan jumlah kasus yang tertunda di Mahkamah 

Syariah. 
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Salah satu penyebab utama terjadinya keterlambatan yang telah 

diidentifikasi adalah Mahkamah Rendah SyariahSelangor tidak memiliki 

arahan atau proses kerja$ khusus untuk mempercepa$t penyelesa$ia$n ka$sus 

percera$ia$n ya$ng dia$juka$n a$ta$s persetujua$n bersa$ma$. Seba$liknya$, Ma$hka$ma$h 

Renda$h Sya $ria$hSela$ngor ha$nya$ berga$ntung sepenuhnya$ pa$da$ prosedur bia$sa $ 

ya $ng meliba$tka$n proses kerja$ ka$sus-ka$sus ya$ng tida$k memiliki persetujua$n 

bersa$ma$ a$nta$ra$ piha$k-piha$k ya $ng terliba$t, sehingga$ menyeba$bka$n ka$sus 

percera$ia$n ini memerluka$n wa$ktu sela$ma$ 60 ha$ri untuk diselesa$ika$n di ta$ha$p 

penda$fta$ra$n da$n persida$nga$n. Sela$in itu, diperluka$n wa$ktu ta$mba$ha$n sela$ma$ 30 

ha$ri untuk penyusuna$n perinta$h bersih seca$ra$ tertulis ya$ng ha$rus dita$nda$ta$nga$ni 

oleh Ha$kim a$ta$u Penda$fta$r da$n disegel denga$n metera$i Ma$hka$ma$h.
39

 

Perinta$h tertulis tersebut ha$nya$ da$pa$t diselesa$ika$n setela$h semua$ proses 

kerja$ tersebut selesa$i dila$ksa$na$ka$n. Seca$ra$ keseluruha$n, wa$ktu ya $ng 

dibutuhka$n oleh Ma$hka$ma$h Renda$h Sya$ria$hSela$ngor untuk menyelesa$ika$n 

ka$sus percera$ia$n di ba$wa$h Pa$sa$l 47 EUKIS a$da$la$h seba$nya$k 90 ha$ri. Da$la$m ha$l 

ini, JA$KESS tela$h berusa$ha$ mengemba$ngka$n sua$tu proses kerja$ baru yang 

lebih cepat dan efisien untuk menyelesaikan kasus perceraian tersebut. 

Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan sistem jalur cepat Fast Track adalah 

untuk mempercepat penyelesaian kasus perceraian di bawah Pasal 47 EUKIS 

dari 90 hari menjadi 6 jam waktu kerja. Sistem ini dibentuk dengan tujuan 

untuk mema$stika$n semua$ ka$sus percera$ia$n di ba$wa$h Pa$sa$l 47 tersebut, ya $ng 

dia$juka$n denga$n persetujua$n bersa$ma$ a$nta$ra$ sua$mi da$n istri serta$ memenuhi 
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semua$ sya$ra$t ya $ng diteta$pka$n, da$pa$t diselesa$ika$n denga$n cepa$t, sistema$tis, da$n 

efektif da$la$m wa$ktu 6 ja$m setela$h penga$jua$n ka$sus.
40

 Ketentua$n mengena$i 

perceraian dengan persetujuan bersama diatur dalam Pasal 47 (3) EUKIS yang 

menyatakan: “Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu 

dan Mahkamah berpua$sha$ti selepa$s penyia$sa$ta$n ya$ng wa$ja$r ba$ha$wa $ 

perka$hwina$n itu tela$h peca$h bela$h denga$n ta$k da$pa$t dipulihka$n, ma$ka$ 

Ma$hka$ma$h henda$kla$h mena$siha$tka$n sua$mi supa$ya $ mela$fa$zka$n sa$tu ta$la$k di 

ha$da$pa$n Ma$hka$ma$h”.
41

 

Penyelesa$ia$n ya $ng dima$ksudka$n a$da$la$h ka$sus tersebut selesa$i 

dida$fta$rka$n, dibica$ra$ka$n da$n diputuska$n oleh Ha$kim, disedia$ka$n perinta$h kes 

cera$i tersebut seca$ra$ tertulis (perinta$h bersih) ya$ng dita$nda$ta$nga$ni oleh Ha$kim 

a$ta$u Penda$fta$r da$n dimetera$ika$n denga$n metera$i Ma$hka$ma$h, serta$ disera$hka$n 

kepada suami dan istri yang terlibat dalam kasus tersebut dalam waktu enam 

jam dari masa pendaftaran kasus. 

3. Syarat-syarat Perceraian Fast Track 

Pela$ksa$na$a$n sistem Fa$st Tra$ck ini dila$ksa$na$ka$n seca$ra$ in-house, ya$itu 

ha$nya $ meliba$tka$n Ma$hka$ma$h Renda$h Sya $ria$hdi seluruh negeri Sela$ngor sa$ja$. 

Prosedur kerja$ la$ma$ da$la$m penyelesa$ia$n ka$sus percera$ia$n seca$ra$ persetujua$n 

bersa$ma$ di ba$wa$h Seksyen 47(3) Unda$ng-unda$ng Kelua$rga$ Isla$m (Negeri 

Sela$ngor) 2003 tela$h diperba$iki denga$n mencipta$ka$n proses kerja$ ba$ru guna $ 

mempercepa$t penyelesa$ia$n ka$sus. Ha$l ini demikia$n ka$rena$ wa$ktu untuk 

penda$fta$ra$n ka$sus percera$ia$n seca$ra$ Fa$st Tra$ck ha$nya $ dila$ksa$na$ka$n pa$da$ ha$ri 
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Senin, Sela$sa$, da$n Ka$mis da$ri pukul 08.00 pa$gi hingga$ pukul 10.00 pa$gi sa$ja$. 

Oleh ka$rena$ itu, jika$ piha$k-piha$k ya$ng ingin bercera$i seca$ra$ Fa$st Tra$ck tida$k 

ha$dir pa$da$ ha$ri da$n wa$ktu tersebut, piha$k Ma$hka$ma$h a$ka$n menga$ra$hka$n piha$k-

piha$k tersebut untuk ha$dir pa$da$ ha$ri da$n wa$ktu la$in seba$ga$ima$na$ ya $ng tela$h 

diteta$pka$n.
42

 Sela$in itu, pela$ksa$na$a$n sistem Fa$st Tra$ck ini ha$nya$ da$pa$t 

dila$kuka$n denga$n memenuhi lima$ sya$ra$t seba$ga$i berikut: 

a. Dokumen ha$rus lengka$p; 

b. Sua$mi da$n istri ha$dir sa$a$t ka$sus dida$fta$rka$n; 

c. Sua$mi da$n istri sepa$ka$t untuk bercera$i mela$lui persetujua$n bersa$ma$; 

d. Istri ha$rus da$la$m kea$da$a$n suci (tida$k ha$id), tida$k dica$mpuri oleh       

sua$mi, da$n tida$k ha$mil. 

e. Ma$hka$ma$h pua$s denga$n a$la$sa$n peca$h bela$h (syiqa$q) da$la$m pernika$ha$n 

tersebut. 

Sya$ra$t-sya$ra$t tersebut perlu dipenuhi oleh kedua$ bela$h piha$k ya $ng ingin 

bercera$i seca$ra$ Fa$st Tra$ck a$ga$r piha$k Ma$hka$ma$h da$pa$t mela$ksa$na$ka$n proses 

sesua$i denga$n ketentua$n ya $ng tela$h diteta$pka$n. Ha$l ini dika$rena$ka$n, jika$ sa$la$h 

sa$tu piha$k tida$k ha$dir da$n tida$k mema$tuhi sya $ra$t-sya $ra$t tersebut, percera$ia$n 

mela$lui Fa$st Tra$ck tida$k da$pa$t dila$ksa$na$ka$n ka$rena$ memerluka$n persetujua$n 

bersa$ma$ a$nta$ra$ kedua$ bela$h piha$k. 
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D. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah 

 

1. Pengertian Maqashid Syariah 

Maqashid berasal dari kata maqshud atau maqshad (مقصد) dengan huruf 

sha$d (ص) ya $ng merupa$ka$n ma$shda$r mimi da$ri ka$ta$ kerja$ ya $ng bera$rti lurus, 

sederha$na$, hema$t, bera$rti, a$ta$u berma$ksud da$n menga$ra$h kepa$da$ sesua$tu. Oleh 

ka$rena$ itu, ma$kna$ ma$qa$shid ya$ng pa$ling tepa$t a$da$la$h ma$ksud, tujua$n, da$n 

objektif. 

Definisi da$ri ka$ta$ "Sya $ria$h" (شرعية) bera$sa$l da$ri a$ka$r ka$ta$ "شرع" ya$ng 

bera$rti “menga$mbil a$ir denga$n mulut,” “memula$i sesua$tu,” “mendeka$ti ja$la$n,” 

“meninggika$n sesua$tu,” serta$ “menga$tur” da$n “menjela$ska$n sesua$tu.” Sya $ria$h, 

dipa$ha$mi seba$ga$i hukum-hukum a$ga$ma$ ya $ng diteta$pka$n, dijela$ska$n, da$n 

diturunka$n oleh A$lla$h SWT kepa$da$ Na$bi Muha$mma$d SA$W, ba$ik ya$ng terka$it 

denga$n a$kida$h, iba$da$h, a$khla$k, ma$upun fikih.
43

 

Ma$qa$shid Sya$ria$h bera$rti ma$ksud, ha$sil, a$ta$u tujua$n ya $ng diteta$pka$n oleh 

sya$ra$‟ mela$lui sumber-sumber da$lilnya$, ya$kni A$l-Qur‟a$n da$n sunna$h. Seca$ra $ 

umum, Ma$qa$shid da$pa$t dia$rtika$n seba$ga$i "mencipta$ka$n keba$ika$n, menola$k 

keburuka$n, da$n menghila$ngka$n kemudha$ra$ta$n."
44

 

Menurut A$bu Isha$q a$l-Sya $tibi, ha$sil penelitia$n pa$ra$ ula$ma$ terha$da$p a$ya$t-

a$ya $t A$l-Qur‟a$n da$n Sunna$h Ra$sululla$h menunjukka$n ba$hwa$ hukum-hukum 

yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat 

manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ya$ng ingin 
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diwujudka$n, menurut a$l-Sya$tibi, terba$gi menja$di tiga$ tingka$ta$n, ya $itu 

kebutuha$n da$rura$t (dhururiya$t), kebutuha$n sekunder (ha$jiya$t), da$n kebutuha$n 

tersier (tahsiniyat).
45

 

2. Unsur- unsur Maqashid Syariah 

Dalam maqashid syariah, terdapat lima unsur pokok yang perlu 

diperhatikan, yang dikenal dengan sebutan Kuliyyatul Khamsah, yaitu: (a) 

menjaga agama (hifdz ad-din), (b) menjaga nyawa (hifdz an-nafs), (c) menjaga 

keturunan (hifdz an-nasl), (d) menjaga harta (hifdz al-maal), dan (e) menjaga 

akal (hifdz al-‘aql).
46

 Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat 

mengenai urutan prioritas, di mana ada yang berpendapat bahwa menjaga 

nyawa (hifdz al-nafs) lebih diutamakan dibandingkan menjaga agama (hifdz 

ad-din). Kelima unsur ini memiliki konsep dan fungsinya masing-masing, yang 

akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini: 

a. Menjaga Agama (Hifdz Ad-Din) 

Menjaga agama adalah hal penting yang menjadi urutan utama dalam 

syariat Islam, yang mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan 

kehendak Allah SWT, baik dalam ibadah maupun kehidupan sosial. Dalam 

konteks ini, terdapat dua sisi: pertama, menjaga agama melalui penegakan 

ajaran dan syariat Islam; kedua, menolak segala sesuatu yang bertentangan 

dengan syariat. 

Mengenai kepentingan menjaga agama, terdapat tiga peringkat: 
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1)  Ad-Dharuriyyah: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama 

yang merupakan keharusan bagi setiap Muslim, karena jika tidak 

dilaksanakan, eksistensi agama terancam. 

2)  Al-Hajiyyat: Melaksanakan ketentuan agama untuk menghindari 

kesulitan. Jika tidak dilaksanakan, hal ini dapat membawa kesulitan. 

3)  Al-Tashiniyyat: Mengikuti ajaran agama untuk menjunjung tinggi 

martabat manusia dan melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT. 

Meskipun tidak mengancam eksistensi agama jika diabaikan, 

peringkat ini berfungsi sebagai penguat bagi dua peringkat 

sebelumnya.
47

 

b. Menjaga Nyawa/ jiwa(Hifdz An-Nafs) 

Islam mensyariatkan pemeliharaan jiwa melalui pernikahan dan 

kelangsungan keturunan, serta mewajibkan konsumsi makanan dan 

minuman yang sehat. Para ulama dan ahli hukum menekankan pentingnya 

menjaga kesehatan dan menghindari kekerasan serta penganiayaan dalam 

konteks ini. Tidak ada justifikasi untuk merusak jiwa sendiri atau orang lain, 

karena Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak atas jiwa.
48

 Dalam 

pemeliharaan jiwa (Hifdz An-Nafs), terdapat tiga peringkat kepentingan: 

1) Ad-Dharuriyyat: Memenuhi kebutuhan pokok untuk keberlangsungan 

hidup. Membunuh jiwa tanpa alasan syar'i adalah haram dan 

mengancam eksistensi jiwa. 
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2) Al-Hajiyyat: Mengedepankan kemudahan dalam kehidupan. Jika 

diabaikan, tidak mengancam eksistensi, tetapi akan menyulitkan 

hidup. 

3) Al-Tashiniyyat: Berhubungan dengan kesopanan dan etika. Meskipun 

tidak mengancam jiwa, pelanggaran di peringkat ini dapat merusak 

reputasi seseorang dan tidak boleh diabaikan.
49

 

c. Menjaga Keturunan (Hifdz An-Nasl) 

Allah mensyariatkan pernikahan sebagai cara untuk menjaga 

keturunan dan kemurnian nasab. Tujuan pernikahan adalah menciptakan 

kehidupan harmonis, memenuhi peran manusia sebagai khalifah, dan 

menghindarkan diri dari perzinahan. Pernikahan membangun keluarga yang 

penuh kasih sayang, di mana hubungan yang baik antara suami, istri, dan 

anak-anak sangat penting.
50

 

Pentingnya memelihara keturunan (Hifdz An-Nasl) terdiri dari tiga 

peringkat: 

1) Peringkat Dharuriyyat. Pernikahan merupakan kewajiban untuk 

memiliki keturunan sah. Mengabaikan ini dapat merusak nasab dan 

membawa dampak negatif di dunia dan akhirat. 

2) Peringkat Hajiyyat. Di tahap ini, terdapat kebutuhan administratif 

seperti pencatatan perkawinan, saksi, dan penetapan mahar. Hal-hal 

ini sangat penting agar pernikahan diakui secara sah dan berimplikasi 

pada keturunan. 
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3) Peringkat Tashiniyyat. Ini mencakup elemen tambahan seperti 

peminangan dan walimah, yang meningkatkan kebahagiaan dan rasa 

bersama dalam pernikahan, meskipun tidak melaksanakannya tidak 

berpengaruh negatif pada eksistensi pasangan.
51

 

Secara keseluruhan, Islam menekankan pentingnya menjaga dan 

memelihara keturunan agar generasi yang dihasilkan tumbuh dalam 

lingkungan yang sehat dan positif. 

d. Menjaga Harta (Hifdz Al-Maal) 

Harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan konkret, dan menjaga 

harta berkaitan erat dengan maqashid syariah, terutama menjaga agama. 

Allah memerintahkan umatnya mencari harta yang baik dan halal, serta 

melarang tindakan curang, berkhianat, riba, dan korupsi. Al-Syathibi 

menekankan bahwa menjaga harta harus sesuai dengan ketentuan maqashid 

syariah, termasuk tidak melakukan pemborosan dan melakukan infak 

kepada yang membutuhkan. 

Pemeliharaan harta tidak hanya melibatkan harta pribadi, tetapi juga 

meliputi menjaga aset umum, seperti buku peninggalan sejarah dan 

infrastruktur seperti masjid. Para sarjana kontemporer juga mendorong 

bantuan sosial dan pembentukan koperasi Syariah. Harta merupakan 

penopang kehidupan yang memungkinkan individu meraih kebahagiaan di 

dunia dan akhirat, asalkan diperoleh secara halal.
52

 

Pentingnya harta dibagi menjadi tiga peringkat: 
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1) Peringkat Dharuriyyat. Mewajibkan pencarian harta secara halal dan 

melarang pencurian atau korupsi, karena mengabaikan ini menjadikan 

harta haram dan membawa keburukan. 

2) Peringkat Hajiyyat. Memungkinkan transaksi sewa dan utang piutang 

jika mendesak, tetapi melarang monopoli yang menyulitkan orang 

lain. Mematuhi aturan ini memberikan kemudahan. 

3) Peringkat Tashniyyat. Mendorong sedekah meskipun harta tidak 

mencapai nisab, asalkan tidak merusak penjagaan harta. Larangan 

dalam peringkat ini mencakup pemborosan dan kedekut, yang dapat 

merugikan reputasi diri.
53

 

Secara keseluruhan, pemeliharaan harta sangat penting untuk 

kehidupan yang baik, dan Allah memerintahkan pencarian harta halal 

sambil melarang cara-cara yang zalim. 

e. Menjaga Akal (Hifdz Al-‘Aql) 

Memelihara akal adalah aspek penting dalam kehidupan, yang 

melibatkan tindakan lebih dari sekadar menghindari hal-hal yang dapat 

merusak akal, seperti konsumsi khamar atau zat terlarang. Kegiatan yang 

dapat melalaikan kewajiban, seperti permainan yang berlebihan, juga perlu 

dihindari. Menjaga akal berperan untuk mencegah individu dari perbuatan 

buruk. 

Para pemikir Islam dan ahli pendidikan modern menekankan 

pentingnya pendidikan, penelitian, dan pencarian ilmu sebagai cara untuk 
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menjaga akal. Menghindari masalah mental yang dapat mempengaruhi 

pikiran serta menghargai keahlian orang lain juga penting. Dengan akal, 

manusia dapat berpikir, menyelesaikan masalah, dan berkarya, sehingga 

gangguan pada akal dapat mengganggu keseluruhan perjalanan hidup.
54

 

Penjagaan akal terdiri dari tiga tingkatan: 

1) Tingkat Dharuriyyat. Manusia harus memiliki akal yang sehat, dengan 

menuntut ilmu dan menjauhi perbuatan yang dapat menghilangkan 

akal, seperti minuman keras. Pelanggaran pada tingkat ini dapat 

mengancam eksistensi akal. 

2) Tingkat Hajiyyat. Menyediakan sarana untuk mempermudah 

penjagaan akal, seperti dengan mendirikan lembaga pendidikan. 

Meskipun merusak fasilitas tidak langsung mengancam akal, hal ini 

dapat menyulitkan akses terhadap pengetahuan. 

3) Tingkat Tashniyyat. Menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat 

meskipun tidak mengancam eksistensi akal. Penjagaan kualitas akal 

tetap penting untuk menjauhkannya dari dampak negatif. 

Dengan demikian, menjaga akal adalah keharusan untuk memastikan 

kehidupan yang seimbang dan produktif, serta untuk menciptakan generasi 

yang cerdas dan bertanggung jawab.
55

 

E. Penelitian Terdahulu 

Untuk mencegah adanya kesamaan dalam penelitian, tinjauan terhadap 

penelitian terdahulu sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini 
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bertujuan untuk memastikan keaslian karya serta menunjukkan hasil bacaan yang 

relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti.  

Tinja$ua$n tersebut menca$kup ha$sil penelitia$n ya$ng releva$n, pendeka$ta$n 

ma$sa$la$h, teori, a$na$lisis, kesimpula$n, serta$ keunggula$n da$n kelema$ha$n da$ri 

penelitia$n ya$ng dila$kuka$n oleh ora$ng la$in. Denga$n demikia$n, penulis da$pa$t 

mempela$ja$ri penelitia$n sebelumnya $ untuk mengemba$ngka$n da$n memperda$la$m 

pemahaman, serta menghindari duplikasi dan kesalahan yang mungkin telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
56

 Penulis juga mengumpulkan informasi dari 

objek penelitian yang relevan untuk mendukung studi ini. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa 

karya yang relevan dengan penelitian ini, seperti berikut: 

1. “Sistem Percera$ia$n Fa$st Tra$ck ya$ng Diguna$ka$n di Ma$hka$ma$h Sya$ria$h 

Negeri Sela$ngor Memba$ntu Mempercepa$tka$n Penyelesa$ia$n Permohona$n 

Cera$i” ya $ng ditulis oleh Noriza$n binti Ra$za$li ma$ha$siswa$ Universiti 

Keba$ngsa$a$n Ma$la$ysia$. Kesimpula$n da$ri tulisa$n ini a$da$la$h: perta$ma$, sistem 

perceraian Fast Track telah berhasil mempercepat proses penyelesaian 

permohonan cerai di Mahkamah Syariah Negeri Selangor, sehingga waktu 

penyelesaian kasus menjadi lebih efisien. Hal ini memungkinkan individu 

yang ingin bercerai untuk menerima keputusan dengan lebih cepat, 

mengurangi stres dan ketidakpastian yang sering dialami selama proses 

perceraian. Kedua, Implementasi sistem ini tidak hanya mempercepat 

proses, tetapi juga meningkatkan tingkat kepuasan pengguna, baik dari 
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pihak suami maupun istri, terhadap layanan pengadilan. Keberadaan sistem 

Fast Track menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan layanan 

yang responsif dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.
57

 Persamaan 

penelitian Norizan binti Razali dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

meneliti mengenai perceraian secara Fast Track bagi pasangan yang telah 

bersetuju untuk bercerai secara baik. Sedangkan perbedaan penelitian 

penulis dengan penelitian Norizan binti Razali terletak pada tinjauan 

maqashid syariah yang digunakan dalam meneliti sebuah perkara sedangkan 

dalam penelitian Norizan binti Razali hanya membahas keberkesanan 

pelaksanaan perceraian Fast Track. 

2. “Fa$st Tra$ck Seba$ga$i Sa$la$h Sa$tu Ka$ida$h Percera$ia$n Ka$jia$n Di Ma$hka$ma$h 

Tinggi Sya$ria$h Sha$h A$la$m Negeri Sela$ngor (Studi Ka$sus Di Ma$hka$ma$h 

Renda$h Sya$ria$h Da$era$h Kua$la$ Sela$ngor)” ya$ng ditulis oleh Ka$ma$ria$ binti 

Kahirud Din mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 

jurusan Al-Akhwalus As Syakhsiyyah. Kesimpulan dari tulisan ini adalah: 

pertama, penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pembuat 

kebijakan untuk mempertimbangkan penerapan sistem serupa di wilayah 

lain sebagai upaya meningkatkan akses keadilan. Sistem Fast Track. Kedua, 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Fast Track di Mahkamah Rendah 

Syariah Kuala Selangor efektif mempercepat penyelesaian perceraian, 

memudahkan pihak yang ingin bercerai memperoleh keputusan dengan 
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lebih cepat.
58

 Persamaan dalam penelitian antara Kamalia binti Khairud Din 

dengan penelitian penulis adalah sama-sama peneliti syarat-syarat 

perlaksanaan perceraian Fast Track di Mahkamah Syariah bagi pasangan 

yang telah bersetuju untuk bercerai. Sedangkan perbedaan penelitian penulis 

dengan penelitian Kamalia binti Khairud Din terletak pada perspektif  

maqashid syariah yang digunakan dalam menganalisis perceraian Fast 

Track. 

3. “Pela$ksa$na$a$n Sistem Percera$ia$n Fa$st Tra$ck: Sa$tu Ka$jia$n Di Ja$ba$ta$n 

Keha$kima$n Sya $ria$h Negeri Sela$ngor” ya $ng ditulis oleh Nur Zulfa$h Md 

A$bdul Sa$la$m da$n Nurul Husna$ binti Jela$ni ma$ha$siswa$ Universiti Isla$m 

Antarabangsa Selangor. Kesimpulan dari tulisan ini adalah: penelitian ini 

menunjukkan bahwa sistem Fast Track memberikan kemudahan kepada 

pihak-pihak yang ingin bercerai melalui proses yang lebih cepat, efisien, 

dan teratur. Kedua, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan mutu 

perkhidmatan mahkamah syariah serta mengurangkan beban kerja 

pentadbiran dengan meminimumkan tempoh masa penyelesaian kes.
59

 

Terdapat persamaan dalam penelitian antara Nur Zulfah Md Abdul Salam 

dan Nurul Husna binti Jelani dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama 

membahas pelaksanaan perceraian Fast Track dalam konteks Mahkamah 

Syariah di Selangor. Namun terdapat perbedaan dari penelitian penulis lebih 
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terfokus pada penilaian pelaksanaan Fast Track berdasarkan maqashid 

syariah di Mahkamah Rendah Syariah Sepang secara khusus.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang didasarkan pada pengalaman, 

intensif, perkumpulan, organisasi, dan lembaga tertentu.
60

 Penelitian lapangan 

adalah penelitian yang berfokus pada ma$sa$la$h ya$ng berka$ita$n denga$n la$ta$r 

bela$ka$ng da$n kondisi nya$ta$ subjek ya$ng diteliti serta$ intera$ksinya$ denga$n 

lingkunga$n sekita$r. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Mahkamah Rendah 

Syariah Sepang Negeri Selangor. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu 

Mahkamah Syariah yang menerapkan prosedur perceraian secara Fast Track dan 

dinilai relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

 

C. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan ini menjadikan maqashid syariah sebagai tolok ukur untuk 

menilai kesesuaian pelaksanaan perceraian secara Fast Track di Mahkamah 

Rendah Syariah Sepang dengan tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi 

apakah mekanisme tersebut membawa kemaslahatan, mencegah kerusakan, serta 
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memenuhi prinsip keadilan, kemudahan, dan perlindungan sebagaimana yang 

dikehendaki oleh maqashid syariah.
61

 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang hakim, satu orang asisten 

pejabat Syariah, dua orang staf pembantu Syariah dan tiga orang pasangan cerai 

Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang Negeri Selangor. Sedangkan 

objek penelitian ini adalah perceraian secara Fast Track di Mahkamah Rendah 

Syariah Sepang Negeri Selangor menurut pandangan hukum Islam. 

 

E. Informan Penelitian 

Penelitia$n ini mengguna$ka$n pendeka$ta$n kua$lita$tif, sehingga$ subjek 

penelitia$n disebut seba$ga$i informa$n. Informa$n ditentuka$n mela$lui teknik 

purposive sa$mpling, ya$itu teknik penga$mbila$n informa$n seca$ra$ senga$ja$ 

berda$sa$rka$n pertimba$nga$n tertentu ya$ng releva$n denga$n perma$sa$la$ha$n ya$ng 

diteliti. 

Informa$n da$la$m penelitia$n ini terdiri da$ri piha$k-piha$k ya$ng terliba$t la$ngsung 

da$la$m pela$ksa$na$a$n percera$ia$n seca$ra$ Fa$st Tra$ck di Ma$hka$ma$h Renda$h Sya$ria$h 

Sepang Negeri Selangor. Mereka meliputi satu orang hakim yang pernah 

menangani dan memutus perkara perceraian Fast Track, satu orang asisten pejabat 

Syariah yang membantu dalam urusan pelaksanaan prosedur perceraian di 

mahkamah, dua orang staf pembantu Syariah yang bertugas dalam aspek teknikal 
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dan pentadbiran kes, serta tiga pasangan yang telah menjalani perceraian melalui 

mekanisme Fast Track. 

Pemilihan informan ini dilakukan karena mereka dinilai memiliki 

pengalaman dan pemahaman yang relevan terhadap pelaksanaan prosedur 

perceraian Fast Track, baik dari segi hukum maupun praktik. Dengan 

memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang, yakni pihak mahkamah dan 

pasangan yang terlibat langsung, diharapkan data yang diperoleh dapat 

memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan perceraian Fast 

Track dan dapat dianalisis secara mendalam dalam kerangka maqashid syariah. 

F. Sumber Data 

1. Data Primer  

Da$ta$ primer a$da$la$h da$ta$ ya$ng dida$pa$tka$n seca$ra$ la$ngsung da$ri la$pa$nga$n 

oleh ora$ng ya$ng mela$kuka$n penelitia$n a$ta$u ya $ng bersa$ngkuta$n 

memerluka$nnya$.
62

 Da$ta$ primer ya $ng diguna$ka$n da$la$m penelitia$n ini a$da$la$h 

data yang bersumber dari hakim, asisten pejabat Syariah, staf pembantu 

Syariah dan pasangan yang melakukan perceraian secara Fast Track di 

Mahkamah Rendah Syariah Sepang. 

2. Data Sekunder  

Data yang didapatkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-

sumber yang telah ada.
63

 Seperti jurnal, buku-buku, majalah, makalah, artikal 

dan lain-lain yang relavan dengan permasalah mengenai perceraian Fast Track. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah studi sistematis dan disengaja tentang keadaan sosial 

dan fenomenal psikis dengan mengamati dan mencatat.
64

 Oleh karena itu, 

penulis mela$kuka$n penga$ma$ta$n seca$ra$ la$ngsung ke loka$si penelitia$n untuk 

meliha$t seca$ra$ la$ngsung proses percera$ia$n seca$ra$ Fa$st Tra$ck. 

2. Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara 

adalah dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada orang yang 

diwawancarai, dan jawaban orang yang diwawancarai dicatat atau direkam. 

Karena itu, penulis melakukan wawancara dengan ma$jelis ha$kim ya$ng terliba$t 

da$la$m penga$mbila$n keputusa$n percera$ia$n da$la$m penelitia$n ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu penelitian yang menggunakan dokumen sebagai 

sumber data. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik a$na$lisis da$la$m penelitia$n ini a$da$la$h a$na$lisis kua$lita$tif denga$n 

mengguna$ka$n metode content a$na$lysis. Content a$na$lysis a$da$la$h teknik a$na$lisis 

data kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan 

menganalisis isi dari data teks, seperti hasil wawancara, dokumen, atau transkrip, 

untuk menemukan makna, pola, atau tema tertentu. 
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I. Teknik Penulisan 

1. Metode deskriptif, ya$itu mengumpulka$n da$ta$-da$ta$ kemudia$n disusun, 

dijela$ska$n da$n dia$na$lisa$.  

2. Metode deduktif, ya $itu mengungka$p da$ta$-da$ta$ umum ya$ng berhubunga$n 

denga$n ma$sa$la$h ya$ng diteliti kemudia$n mengura$ika$nnya$ sehingga$ da$pa$t 

dia$mbil kesimpula$n seca$ra$ khusus.  

3. Metode induktif, ya$itu mengungka$pka$n serta$ mengetenga$hka$n da$ta$ khusus, 

kemudia$n da$ta$-da$ta$ tersebut diinterpreta$sika$n sehingga$ da$pa$t dita$rik 

kesimpula$n seca$ra$ khusus



 

57 

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Huraian dan penjelasan yang dibuat di atas dapat diambil beberapa 

kesimpulan terhadap penelitian ini. 

1. Pelaksanaan perceraian secara Fast Track di Mahkamah Rendah Syariah 

Sepang dilakukan melalui prosedur yang singkat, efisien, dan terstruktur. 

Proses ini hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak telah sepakat 

untuk bercerai secara damai tanpa adanya tuntutan berkaitan dengan hak 

asuh anak, harta sepencarian, atau nafkah. Tahapan pelaksanaannya meliputi 

pengajuan permohonan bersama, penyerahan dokumen lengkap, pendaftaran 

secara daring melalui sistem e-Syariah, dan sidang singkat yang bisa 

diselesaikan dalam satu hari. Prosedur ini dinilai sangat membantu 

masyarakat dalam memperoleh keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau. 

2. Tinjauan maqashid syariah terhadap Pelaksanaan Perceraian Secara Fast 

Track di Mahkamah Rendah Syariah Sepang memenuhi lima tujuan utama 

syariat Islam. Proses ini dapat: 

a. Menjaga agama (hifz al-din), karena perceraian dilakukan sesuai 

dengan hukum Islam dan melalui jalur yang sah. Ini menghindarkan 

pasangan dari menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak sehat dan 

bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, penyelesaian secara 

damai dan syar’i turut menjaga martabat dan keimanan masing-masing 

pihak, serta menghindari perbuatan maksiat dan kezaliman yang bisa 
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terjadi apabila konflik berkepanjangan. 

b. Menjaga jiwa (hifz al-nafs), karena prosedur Fast Track mencegah 

terjadinya tekanan psikologis dan emosional akibat konflik rumah 

tangga yang terus berlarut-larut. Dengan menyelesaikan masalah secara 

cepat dan damai, masing-masing pihak dapat melanjutkan kehidupan 

dengan lebih tenang dan aman. 

c. Menjaga akal (hifz al-‘aql), karena pasangan tidak perlu mengalami 

tekanan mental akibat proses hukum yang lama dan melelahkan. Hal ini 

juga mencegah stres berlebihan yang dapat memengaruhi stabilitas 

emosi dan pola pikir. 

d. Menjaga harta (hifz al-mal), karena perceraian Fast Track lebih hemat 

dari segi waktu dan biaya. Proses ini tidak memerlukan sidang yang 

berulang kali, sehingga pengeluaran yang diperlukan lebih minimal 

dibanding proses perceraian biasa. 

e. Menjaga keturunan (hifz al-nasl), karena penyelesaian yang damai 

dapat menghindarkan anak-anak dari konflik berkepanjangan antara 

orang tua. Ini penting untuk menjaga tumbuh kembang anak secara 

emosional dan psikologis, serta menjaga hubungan kekeluargaan pasca 

perceraian. 

 

B. Saran 

1. Kepada Mahkamah Rendah Syariah Sepang, agar terus meningkatkan 

fasilitas dan sistem Fast Track ini, terutama dalam hal sosialisasi kepada 
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masyarakat luas sehingga lebih banyak pasangan yang memahami manfaat 

serta syarat perceraian Fast Track. 

2. Kepada pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan rumah tangga, 

agar mempertimbangkan penyelesaian secara damai, baik melalui mediasi 

ataupun Fast Track, demi menjaga kehormatan, ketenangan jiwa, dan masa 

depan anak-anak. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup 

penelitian pada mahkamah-mahkamah lain di Malaysia atau 

membandingkan dengan praktik perceraian damai di Indonesia, agar 

diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang relevansi maqashid 

syariah dalam sistem peradilan keluarga Islam kontemporer.
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